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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya Laporan
Penyclenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kemantren Gondomanan ini dapat kami
selesaikan dengan tepat waktu. Forum Konsultasi Publik (FKP) Kemantren Gondomanan ini
kami selenggarakan khususnya untuk mensosialisasikan draft Standar Pelayanan Publik (SPP)
yang akan ditetapkan, menampung saran dan masukan dari berbagai pihak terkait dalam rangka
peningkatan pelayanan publik di wilayah Kemantren Gondomanan, serta meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh
unit penyelenggara pelayanan.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran identifikasi permasalahan vang terkait
dengan pelayanan publik sesuai dengan diskusi berbagai pihak terkait berikut dengan rencana
tindak lanjut penyelesaian masalah. Demikian Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi
Publik (FKP) ini kami susun. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada
pihak-pihak terkait. Terimakasih.
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A. PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik untuk menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP).

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan  acuan  penilaian  kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelengpara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Dalam penyusunan SPP
Penyelenggara Pelayvanan Publik. dalam hal ini Kemantren Gondomanan, wajib
mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sysiem penyelenggaraan
Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Selain 1tu, pelibatan masyarakat
lebih jelasnya tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan
sampai evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat dalam kegiatan
penyelenggaraan pelayanan public dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama,
pemenuhan hak kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu
pelaksanaan partisipasi masvarakat tersebut perlu adanya koordinasi antara
pemerintah sebagian,

Penyelenggara pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang
diwadahi dalam Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP diselenggarakan
dengan komunikasi dua arah, masyarakatdapat memberikan masukan dam saran
kepada Penyelenggara Pelayanan Publik atas layanan yang diterima sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan :

a) Menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggara layanan dengan harapan
publik, dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik

b) Meningkatkan kualitas pelavanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas
layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara layanan.

Manfaat :

Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di bidang administrasi,

legalisasi dan rekomendasi serta meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan

masyarakat,



3. Ruang Lingkup Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

a) Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;

b) Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

. Waktu dan Tempat Pelaksanaan FKP dilaksanakan

a) Han : Rabu, 15 Mei 2024
b) Pukul :12.30 wib — selesai
¢) Tempat : Pendopo Kemantren Gondomanan

d) Penyelenggara
e) Peserta
2. Metode Pelaksanaan FKP

: Kemantren Gondomanan

: Kemantren, Kelurahan, Unsur Masyarakat

Metode pelaksanaan FKP dilaksanakan secara tatap muka, dimana Kemantren

Gondomanan selaku penyelenggara menyampaikan rancangan Standar Pelayanan

Publik (SPP) kemudian para undangan dari instansi teknis terkait hadir untuk

memberikan saran dan masukan terhadap materi dan kendala yang muncul pada saat

pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP).

HASIL PELAKSANAAN FKP
1. Identifikasi Masalah

“Penyamaan persepsi dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP).”

2. Analisa. Standar Pelayanan Publik disusun berdasarkan regulasi vang ada. Seiring

berjalannya waktu, regulasi mengalami perubahan dan diperlukan adanya

keseragaman antara kemantren dan kelurahan dalam menyusun Standar Pelayanan

Publik sehingga tidak terjadi Mal administrasi.

3. Rencana Aksi

No Rekomendasi dan Target

Penyelesaian

1 |Reviu SPP berdasarkan Peraturan

terbaru yaitu Perwal Kota Yogyakarta

' No. 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan

Kelurahan dan Kemantren secara
Elektronik.

Perizinan dan MNon Perizinan vang
| mengatur tentang layanan vang harus
' diselenggarakan oleh Kemantren.
Bahwa Kemantren harus memberikan
Rekomendasi  untuk  Persetujuan
penyelenggaraan Pondokan dan PKL

2 | Perwal No. 51 Tahun 2023 tentang

Penyusunan SPP
sesuai dengan
sistem yang akan
dibangun oleh
DPMPTSP dan

| melalui sistem perizinanonline.go.id

Dinas Komunikasi |

Tindak Lanjut Keterangan
Segera Memahami
melaksanakan rancangan alur
penetapan SPP SPP, jenis SPP
yang sudah dan persyaratan |
dirancang dan | yang sudah
disepakati melalui | ditetapkan

forum ini .
Segera Melaksanakan
melaksanakan Penyusunan SPP

sesuai sistem dari
DPMPTSP yang
telah ada




dan Persandian
Kota Yogyakarta

D. PENUTUP
Demikian laporan kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik tentang Standar

Pelayanan Publik pada Kemantren Gondomanan. Kemudian untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

A
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LAMPIRAN
BUKTI DUKUNG FORUM KONSULTASI PUBLIK
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DAFTAR HADIR
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Sidang/ Rapat
Hari / tanggal
Waktu Panggilan
Acara

NOTULEN RAPAT

. Forum Konsultasi Publik Kemantren Gondoomanan

: Rabu, 15 Mei 2024

. 12.30 WIB s/d Selesai

. Konsultasi Pubhik SPP Kemantren Gondomanan Tahun 2023

Pimpinan Sidang/ Rapat

Ketua
Pencatat

: Mantri Pamong Praja
: Ka Jawatan Umum

Peserta Sidang/ Pertemuan :

Mantri Pamong Praja
Mantri Anom

Lurah

Ka Jawatan

Kelompok Masyarakat
DPMPTSP

DPUPKP

HouL Rk~

Kegiatan Sidang/Rapat

1.

Z

Pembukaan

Pembahasan

- Acara diawali dengan penyampaian diskripsi singkat tentang pelimpahan
kewenangan kepada kemantren, khususnya pada pelayanan publik oleh
Mantri Pamonyg Praja.

- Mantri Pamong Praja menyampaikan tentang tentang Standar Pelayanan
Publik yang merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan teratur

- SPP yang ada di Kemantren Gondomanan merupakan Layanan yang
sudah dilaksanakan di Kemantren Gondomanan sesuai dengan
kewenangan Kemantren, dan perlu disepakati untuk waktu penyelesaian

pelayanan.

SPP perlu direviu karena perubahan kebijakan yang berimbas pada
kewenangan Kemantren. Pelayanan publik menjadi salah satu indikator
kinerja pemerintah yang mendapat pengaruh langsung dari masyarakat.
Kebijakan baru yang semakin mempermudah layanan dan pemangkasan
birokrasi, membuat Kemantren mempunyai kewenagan untuk memberikan

rekomendasi pada pelayana perizinan dan kewenangan pendampingan



3.

Kesimpulan

untuk beberapa pelayanan tertentu. Hal ini mewajibkan kemantren untuk
segera merubah SPP,

Kemantren mempunyai 3 (dua) jenis pelayanan vaitu legalisasi surat,
Rekomendasi Persctujuan dan Pemberian Surat Keterangan Dispensasi
Nikah yang kurang dari 10 hari. Namun jumlah layanan legalisasi teridiri
dari 10 (Sepuluh) macam. Catatan yang paling penting yaitu posisi lembaga
RT dan RW yang menjadi mitra pelayanan paling bawah atau terdekat
dengan masyarakat. Posisi itu harus menjadi posisi penyaring pertama
terhadap keberadaan dan kebenaran masyarakat. Schingga pada proses
legalisasi kemantren masih memberikan ruang vang besar terhadap adanva
legalisasi dari RT dan RW. Catatan penting vaitu : legalisasi keberadaan
pencani layanan berdasarkan domisili KTP setempat. Sehingga fungsi
legalisasi tersebut tidak lebih dari mengetahui secara kependudukan saja
Namun pada hal ini permasalahan muncul ketika legalisasi tersebut menjadi
hukum, bahwa Mantri Pamong Praja menguatkan atau mengerti atau
menyetujui isi dari surat yang menjadi obyek layanan, Inilah yang kemudian
masih menjadi wacana diskusi untuk dicarikan dasar hukum mana yang
kemudian dapat dipakai oleh Kemantren bahwa posisi Mantri Pamong Praja
hanya melegalkan secara administrasi kependudukan saja, atau kewilayahan
saja. Oleh karena itu, masith dimungkinkan bahwa SPP akan berubah
kembali, mengingat kebijakan yang cepat berubah dan penyesuaian dengan

aturan yang mendasan yang memang belum ditemukan.

- Untuk tahun 2024, SPP Kemantren Gondomanan berubah karena
perubahan kewenangan perizinan vyang tidak lagi dilimpahkan
berdasarkan Perwal No. 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Kepada Mantri Pamong Praja yang dirubah dengan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong
Praja. Adanya perwal No. 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan
dan Kemantren Berbasis Elektronik dan Perwal No. 51 Tahun 2023
tentang Perizinan dan Non Perizinan.

- Posist MPP untuk melegalisasi surat, masih perlu dikuatkan oleh unsur
RT dan RW selaku mitra pelavanan publik yang terdekat dengan

masyarakat atau pencari layanan.



Konsultasi Publik berikutnya akan dilaksanakan jika ada perubahan SPP
yang sudah tidak relevan dengan peraturan yang ada.
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Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik
Standar Pelayanan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Pada Hari Rabu tanggal lima belas Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat telah

diselenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Kemantren Gondomanan Kota

Yogyakarta vang dihadiri pemangku kepentingan sesual dengan daftar hadir sebagaimana

tercantum dalam LAMPIRAN [ Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Rancangan Standar PelayananPublik Kemantren Gondomanan oleh
Mantri Pamong Praja Kematren Gondomanan Kota Yogyakarta

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Konsultasi Publik terhadap materi yang
dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi notulen rapat, maka pada :

Hari dan tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
Jam : 12.30 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Pendopo Kemantren Gondomanan

Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

MENYEPAKATI

KESATU : Rancangan Standar Pelayanan Kemantren Gondomanan sebagaimana dalam
LAMPIRAN II;

KEDUA : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan layanan melalui pemenuhan
Standar Pelayanan dan pelaksanaan SOP dengan baik,

KETIGA : Melaksanakan publikasi Standar Pelayanan melalui media informasi yang
tersedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2024
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